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ABSTRAK 

 

Penelitian ini, berjudul Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Penetapan Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga 

Semarang Nomor 01/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)”; penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses dalam menetapkan permohonan pailit oleh hakim di Pengadilan 

Niaga Kota Semarang serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 

menetapkan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Kota Semarang. 

 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data 

diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan 

penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis melipui reduksi data, 

penyajian Data serta penarikan kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penetapan 

permohonan pailit oleh hakim di pengadilan niaga kota semarang yaitu dengan cara 

pemohon mengajukan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera, 

dalam hal ini menunjuk Advokat berlisensi Kurator. Kemudian Panitera akan 

menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling 

lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Setelah disetujuinya oleh 

Ketua Pengadulan maka sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka waktu 

paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Setelah sidang 

pemeriksaan maka majelis  hakim akan  memutus permohonan pailit. Permohonan 

pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit 

terpenuhi. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah 

didaftarkan serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pailit di 

Pengadilan Niaga Semarang, majelis hakim harus mempertimbangkan kebenaran 

yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Dalam putusan dengan nomor perkara 

01/Pailit/2012/PN.Niaga Smg, Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada 

keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan para termohon dan pemohon, dan 

alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur 

kelalaian disangkakan kepada termohon. Karena putusan yang dibuktikan adalah 

sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pemohon ataupun termohon 

harus berdsarkan keterangan ahli, serta barang  bukti yang diperlihatkan di 

persidangan. 

 

 

Kata Kunci : Analisis, Pailit, Putusan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya 

sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, 

khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung 

pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang 

menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang 

berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta 

mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu 

sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan 

perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk 

peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula 

diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan. 

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh 

globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal 

yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar 

merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, 

penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang 
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diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian 

utang piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang dialami oleh 

bangsa Indonesia saat ini telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap 

perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam 

mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk 

mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal 

tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-

masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan 

berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan 

permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam 

menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan 

efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan perdagangan yang 

semakin global sehingga muncul berbagai permasalahan utang piutang 

yang mengakibatkan kepailitan yang timbul dalam masyarakat. Pailit 

dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang 

merugi, bangkrut, sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan 

bahwa,likuidasi adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses 

penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta 

penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.  

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 
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“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini.”1 Yang dapat dinyatakan mengalami kepailitan adalah debitur yang 

sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. 

Proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu diketahui, karena hal ini 

dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada 

perseroan yang telah dinyatakan pailit. Salah satu tahap penting dalam 

proses kepailitan adalah tahap insolvensi yaitu suatu perusahaan yang 

sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi. Pada tahap 

insolvensi penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitur pailit 

ditentukan. Apakah harta debitur akan habis dibagi-bagi sampai menutup 

hutangnya, ataupun debitur masih dapat bernafas lega dengan diterimanya 

suatu rencana perdamaian atau rekonstruksi hutang. Apabila debitur sudah 

dinyatakan insolvensi, maka debitur sudah benar-benar pailit, dan hartanya 

segera akan dibagi-bagi, meskipun hal-hal ini tidak berarti bahwa bisnis 

dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.Mengenai hal diatas 

maka sangat penting untuk mengetahui tentang hukum kepailitan dan 

makalah ini membahas secara mendalam tentang Hukum Kepailitan. 

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang 

mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan 

pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan 

                                                
1  pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
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debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat 

dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum 

atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberasannya 

dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan adalah sita 

umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua 

krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh 

kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka 

masing-masing. 

Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan No 37 

Tahun 2004 ada dua syarat dalam kepailitan yaitu sebagai berikut :2 

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai 

piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di 

muka pengadilan “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, 

kreditor separatis maupun kreditor preferen; 

2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah 

kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena 

telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya 

sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh 

                                                
2 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 
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instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, 

atau majelis arbitrase; dan 

3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara 

sederhana. 

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga 

apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah 

satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan 

pailit akan ditolak. Sementara dalam hal wilayah Pengadilan yang 

berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus 

diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:3 

1.  Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah 

tempat kedudukan hukum debitor. 

2. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik 

Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum 

terakhir debitor. 

3. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang 

berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. 

4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik 

Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara 

                                                
3 https://www.hukumkepailitan.com/proses-perkara-kepailitan/proses-perkara-kepailitan-di-

pengadilan-niaga/, diakses pada 31 Agustus 2021 

https://www.hukumkepailitan.com/proses-perkara-kepailitan/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/,
https://www.hukumkepailitan.com/proses-perkara-kepailitan/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/,
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Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan 

adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang 

berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud 

dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. 

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit 

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari 

setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan 

berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda 

penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) 

hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan Pengadilan atas 

permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam 

puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. 

Putusan Pengadilan tersebut wajib memuat: 

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili; dan 

2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota 

atau ketua majelis. 
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Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara 

lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan 

terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya 

hukum.4 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar hakim dalam memutus 

permohonan pailit dalam judul: ”Analisis Hukum Terhadap Putusan 

Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Pailit (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 

01/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana proses dalam menetapkan permohonan pailit oleh hakim di 

Pengadilan Niaga Kota Semarang? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan 

permohonan pailit di Pengadilan Niaga Kota Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi:  

                                                
4 Ibid 
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1. Mengetahui proses dalam menetapkan permohonan pailit oleh hakim di 

Pengadilan Niaga Kota Semarang. 

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan 

pailit di Pengadilan Niaga Kota Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun dalam proposal ini secara ringkas manfaat penelitian ini dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata 

b. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal 

yang terkait dengan proses penetapan permohonan pailit dari pihak 

debitur kepada hakim di Pengadilan Niaga Kota Semarang 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 

masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktisi hukum 

dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi kepada masyarakat mengenai proses penetapan 

permohonan pailit oleh hakim sekaligus untuk menjawab berbagai 

permasalahan yang di tuangkan dalam rumusan masalah. 

E. Terminologi 

Adapun terminologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:  
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1. Analisis Hukum 

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah 

kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu 

kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisis atau analisa 

berasal dari kata Yunani kuno analusis yang berarti melepaskan. Analusis 

terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, dan luein 

yang berarti melepas, jika digabung berarti melepas kembali atau 

menguraikan. Kata analusis ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi 

analysis, yang kemudian juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

analisis. Kata analisis sendiri digunakan dalam berbagai bidang salah 

satunya ilmu hukum. 5  Dengan demikian analisis hukum dapat diartikan 

sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang 

telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah 

tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan 

dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. 

2. Putusan  Hakim 

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara 

yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling 

berkepentingan. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud 

dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai 

                                                
5 https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/, 

diakses pada 31 Agustus 2021 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/,
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pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan 

dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut 

putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep 

putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum 

diucapkan di persidangan oleh Hakim6, demikian halnya seperti yang telah 

diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk 

umum.7 

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang 

perlu kita pahami, yaitu: Unanimous diartikan putusan pengadilan yang 

diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara 

tersebut, Concurring opinion yang berarti apabila pendapat seorang hakim 

mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang 

amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam 

pertimbangan hukum atau legal reasoning, kemudian Dissenting 

Opinion yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan 

hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar 

putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara 

                                                
6 Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: 

Liberty. 
7 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan8. Hakim dalam mengambil 

putusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat) 9 , sehingga 

kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan salah satu dari 3 

(tiga) hal tersebut di atas. 

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” 

pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; 

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta 

cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.10 

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan 

memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik 

maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim 

karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk 

umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari 

                                                
8www.konsultanhukum.web.id, diakses pada 28 Agustus 2021 
9 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat 

(1). 
10  Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana 

Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129 
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segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 

penyelesaian perkaranya.”.11 

3. Hakim 

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim 

adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam 

lingkungan peradilan tersebut.12 Dengan demikian hakim adalah sebagai 

pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum 

dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang 

telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 19 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara 

yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. 

Tugas pokok hakim adalah menyelenggarakan perkara mulai dari 

menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di 

Pengadilan. Sedangkan fungsi Hakim Pengadilan adalah pejabat yang 

melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah 

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara 

                                                
11 Ibid, hlm. 131 
12 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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yang diajukan kepadanya.Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu 

para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-

hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat 

dan biaya ringan.13 

4. Pailit 

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam 

perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah 

yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah failite artinya 

pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang 

yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut le failli. Dalam 

bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan Bahasa Perancis juga 

digunakan istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah failure. 

yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata 

sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah faillite artinya kemogokan atau 

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa 

Inggris dikenal dengan istilah to fail dan di dalam bahasa latin digunakan 

istilah fallire. 14  Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law 

Dictionary, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan 

”ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-

utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai 

                                                
13 https://pn-serui.go.id/2021/03/10/tugas-pokok-dan-fungsi/, diakses pada 31 Agustus 2021 
14 Zainal Asikin, 2000, Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran di Indonesia, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, hlm.  27. 

https://pn-serui.go.id/2021/03/10/tugas-pokok-dan-fungsi/,
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dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan 

secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga 

(diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.15  

Pengertian kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang 

Pasal 1 angka 1 adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit 

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini”. Pengertian kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni 

“keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi 

membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang”. 

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan 

dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang--

Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan 

dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun 

definisi dari kepailitan atau pailit. 16  Kepailitan adalah suatu sitaan dan 

eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) 

untuk kepentingan semua kreditorkreditornya (orang-orang berpiutang). 

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, yang dalam Pasal 2 menyebutkan: 

                                                
15 Ibid.,halaman 84. 
16 Ahmad Yani&Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Rajawali Press, Jakarta, 

1999, hlm 11 
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(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.  

(2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan 

umum. 

 

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor 

separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis 

dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan 

pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki 

terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. 17  Dasar hukum 

Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan 

perundang-undangan. Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara 

umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat 

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.18 

5. Pengadilan Niaga 

 Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah 

pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan 

memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran 

utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan. Pengadilan niaga di 

                                                
17 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 hlm 24 
18 Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 34 
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Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan 

arbitrase. Fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi 

utang, actio pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual (HaKI), 

dan sengketa kepailitan. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki 

keunggulan yaitu proses cepat, adil dan efektif. 19  Pengadilan 

dapat memutuskan perkara pada tingkat pertama oleh hakim majelis. 

Adapun hukum acara yang digunakan selama pemeriksaan perkara yakni 

ketentuan Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement 

Buitengewesten (HIR/R.BG). 

Upaya menyelesaikan permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang pada Pengadilan Niaga pada prinsipnya merupakan 

langkah perdamaian untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan 

kreditur tentang penyelesaian utang piutang. Hakim Pengadilan Niaga 

harus segera mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

utang yang diajukan oleh debitur atau kreditur dengan putusan penundaan 

sementara, dan harus menunjuk seorang hakim Pengawas dari Pengadilan 

Niaga dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Putusan sementara ini 

berlaku maksimal 45 hari, dan setelah itu harus diputuskan apakah dapat 

diputuskan penundaan secara tetap. Selanjutnya Pengadilan Niaga harus 

memanggil pihak debitur dan kreditur untuk mendengar apakah 

memungkinkan kedua pihak tersebut melakukan perdamaian tentang cara 

                                                
19  Linda Firdawati, Jurnal Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

https://media.neliti.com/media/publications/177663-ID-kewenangan-pengadilan-niaga-dalam-

menyel.pdf, diakses pada 18 Agustus 2021  

https://media.neliti.com/media/publications/177663-ID-kewenangan-pengadilan-niaga-dalam-menyel.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/177663-ID-kewenangan-pengadilan-niaga-dalam-menyel.pdf
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pembayaran utangnya dan jika tercapai kesepakatan, maka hakim akan 

memutuskan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Akan 

tetapi apabila tidak tercapai perdamaian, maka Pengadilan Niaga harus 

menyatakan bahwa debitur telah pailit selambat-lambatnya pada hari 

berikutnya. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, 

kewenangan pengadilan niaga memutus perkara-perkara dalam sengketa:20 

1. Kepailitan dan PKPU, termasuk hal-hal yang berhubungan, kasus-kasus 

actio pauliana, dan prosedur renvoi tanpa melihat pembuktiannya 

sederhana ataupun tidak 

2. Hak kekayaan intelektual, meliputi sengketa 

 Desain Industri 

 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

 Hak Cipta 

 Paten 

 Merek 

3. Lembaga Penjamin Simpanan, meliputi  sengketa dalam proses likuidasi 

dan tuntutan atas pembatalan semua perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh bank mengakibatkan berkurangnya aset dan/atau bertambahnya 

kewajiban bank yang dilakukan selama jangka waktu 1 tahun sebelum 

dicabutnya izin usaha. 

F. Metode Penelitian 

                                                
20 https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/ diakses pada 28 Agustus 2021 

https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/
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Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis.21 Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan 

dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode 

penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian 

yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam 

melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti 

menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta 

menganalisanya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah 

dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

metode pendekatan Yuridis Sosiologis dimana pendekatan ini mengkaji 

aspek hukum Yuridis Sosiologis dimana Yuridis digunakan untuk 

menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait 

dengan permohonan pailit, sedangkan sosiologis digunakan untuk 

menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-

undangan terkait permohonan pailit yang diputuskan oleh hakim. 22  

Dengan kata lain bahwa melalui skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum 

                                                
21 Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta. 

Hlm 153 
22 J. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 3 
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Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan 

Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 

01/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)”, penuis ingin melakukan penelitian 

dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana penulis akan melakukan 

analisa terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan 

dengan permohonan pailit yang dilakukan oleh hakim serta analisa terkait 

dengan isi dari Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 

01/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG yang menjadi studi kasus dalam 

penelitian ini. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, 

yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja 

tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.23 Penelitian 

deskriptif analisis juga bertujuan memberikan gambaran mengenai 

permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian 

dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun 

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai 

ketentuan yang berlaku.24 

3. Jenis dan Sumber Data 

                                                
23 Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. Metode Penelitian Prosedur dan Strategi. Jakarta : Sinar 

Pagi, hlm. 12 
24 Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: Jakarta, hlm. 10. 
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Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan 

respoden. Data primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data 

dengan wawancara mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:25 

1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data atau keterangan 

dengan lebih cepat 

2) Ada keyakinan bahwa penafsiran respoden terhadap pertanyaan yang 

diajukan adalah tepat 

3) Sifatnya lebih luwes 

4) Pembatasan dapat dilakukan secara langsung bila jawaban yang 

diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti 

5) Kebenaran jawaban dapat diperiksa langsung 

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua 

pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek 

penelitian. Dalam hal ini sumber data primer adalah hasil wawancara 

dengan pihak terkait yakni narasumber dari Pengadilan Niaga Semarang. 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara 

langsung data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil 

                                                
25   Hadikusuma, H. Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu 

Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju . hlm. 65  
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lokasi di Pengadilan Niaga yang lokasinya berada di Pengadilan Negeri 

Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi Nomor 512, Kembangarum, 

Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. 

Data sekunder berguna untuk mencocokan dengan data primer. Data 

sekunder terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer  

  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang 

digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan 

dengan penelitian yang dilakukan yaitu: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

d. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2000 

Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori 

yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, 
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maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder 

pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan 

terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer.  

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Pada umumnya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus 

hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode 

yaitu studi pustaka dan studi lapangan: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder 

yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari 

skripsi ini. 

b. Studi Lapangan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan 

dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data 

yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 

wawancara berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi 
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yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara 

mewawancarai pihak Pengadilan Niaga Semarang guna mencapai data yang 

jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan 

mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut. 

5.   Metode Analisis Data 

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan 

membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara. Sistematis 

dan selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas 

dan dapat memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian. Data 

yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh 

akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan 

narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup penelitian 

terkait permohonan pailit yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Niaga 

Semarang. 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang 

sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini 

meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini akan diuraikan  mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika 

Penulisan Skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai pailit, tinjauan 

umum tentang hakim dan tinjauan umum tentang pailit dilihat dari 

perspektif islam. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah 

diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan 

terhadap hasil penelitian yang berkaitan tentang proses 

permohonan pailit yang diputuskan oleh hakim dan dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan permohonan 

pailit di Pengadilan Niaga Semarang. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil 

penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM 

1. Pengertian Hakim 

Dalam pasal 1 poin 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sementara dalam 

pejelasan di pasal 1 poin 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada 

Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada 

pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
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lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas pokok dan fungsi dari hakim 

sebagai mahkamah agung ialah sebagai berikut :26 

1. FUNGSI PERADILAN 

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan 

hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar 

semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI 

diterapkan secara adil, tepat dan benar. 

b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung 

berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan 

terakhir 

- Semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 

- Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 

Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985) 

- Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan 

muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan 

peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang 

Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985) 

                                                
26 https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi, dikases pada 19 Oktober 2021 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi,
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c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu 

wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan 

dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari 

isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih 

tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 

1985). 

2. FUNGSI PENGAWASAN 

a.   Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya 

peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan 

yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan 

seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim 

dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 

Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). 

b.     Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan : 

- Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan 

perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam 

hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang 

hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi 
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peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi 

kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung 

Nomor 14 Tahun 1985). 

-  Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut 

peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 

Tahun 1985). 

3. FUNGSI MENGATUR 

a.  Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang 

tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi 

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang 

No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). 

b.  Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana 

dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur 

Undang-undang. 

4. FUNGSI NASEHAT 

a.   Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara 

lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). 
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Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala 

Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 

Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya 

Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk 

memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara 

selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan 

pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. 

b.  Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi 

petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

(Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung). 

5. FUNGSI ADMINISTRATIF 

a.   Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud 

Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara 

organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada 

dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 



 

30 

 

 

 

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah 

kekuasaan Mahkamah Agung. 

b.  Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, 

susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-

undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman). 

6. FUNGSI LAIN-LAIN 

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 

ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain berdasarkan Undang-undang 

2. Pengertian Putusan Hakim 

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” 

pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; 

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta 

cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.27 

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik 

maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim 

                                                
27 Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129 
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karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk 

umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala 

tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian 

perkaranya.”.28 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN DAN PERMOHONAN 

1. Pengertian Gugatan  

Gugatan merupakan surat yang dibuat dalam rangka untuk mengajukan 

pihak penguasa kepada pengadilan yang berwenang. Di dalam surat ini 

memuat seluruh tuntutan hak yang mengandung unsur sengketa dan nantinya 

akan menjadi dasar untuk dilakukannya pemeriksaan perkara dan coba untuk 

dibuktikan kebenarannya.  Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata 

yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat 

untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan contentiosa, berasal 

dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. 

Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut 

yuridiksi contentiosa yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara 

                                                
28 Ibid, hlm. 131 
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yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang 

bersengketa.29 

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata sering muncul sengketa 

antara para pihak yang berkepentingan. Yang mana apabila tidak dapat 

diselesaikan oleh para pihak, kemudian meminta bantuan kepada pengadilan 

untuk menyelesaikannya dengan mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak 

adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan 

oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi 

sendiri.30 Tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 

ayat (1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering), 

yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya 

disebut gugatan. 31  Di mana selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak 

yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan 

mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalnya gugatan 

perceraian. Pengertian lainnya dari gugatan adalah suatu sengketa di mana ada 

seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi 

orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara 

sukarela melakukan sesuatu yang diminta untuk itu. Untuk penentuan siapa 

yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan pengadilan 

                                                
29 http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-

gugatan/ diakses pada 23 Oktober 2021 
30 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, cet. 4, (Bandung: Sumur Bandung, 

1975), hlm. 54 
31 Ibid, hlm. 55. 

http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/
http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/
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(Hakim).32 Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung 

apa yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat 

diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa yang mendukung adanya 

hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis, pada 

akhirnya mudah untuk tentukan isi petitum. Hal tersebut memudahkan Hakim 

untuk menilai, apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi 

alasanya penggugat untuk memintakan agar dikabulkannya isi gugatan. 

Terdapat ciri khas dari gugatan yaitu:33 

 Gugatan memiliki banyak ciri-ciri yang bisa dipakai untuk membedakan 

terhadap permohonan. Beberapa ciri khas tersebut dapat Anda ketahui 

sebagai berikut. 

 Permasalahan hukum yang diajukan kepada pengadilan dan ada unsur 

sengketa. 

 Kemudian persengketaan melibatkan pihak paling tidak dua pihak atau 

lebih. 

 Tidak dapat diputuskan secara sepihak baik hanya penggugat atau 

tergugat saja. 

 Pemeriksaan terhadap sengketa harus dilakukan dari awal persidangan 

sampai dijatuhkan keputusan. 

                                                
32 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan 

Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h., hlm. 10. 
33 https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/ 

diakses pada 23 Oktober 2021 

https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/
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 Gugatan diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap 

persengketaan. 

Hukum acara perdata terdapat dua teori tentang menyusun surat gugat 

atau cara-cara mengajukan tuntutan hak, yaitu:34 

a) Substantierings Theorie, dalam teori ini dinyatakan suatu gugatan tidak 

cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi 

harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului 

peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab 

timbulnya peristiwa hukum tersebut (feitelijke gronden). Misalnya, bagi 

penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan 

sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau 

menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karena 

membeli, warisan dan sebagainya;  

b) Individualisering Theorie, dalam teori yang kedua ini disebutkan suatu 

gugatan cukup disebutkan kejadian-kajadian atau peristiwaperistiwa yang 

menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan 

(rechts gronden), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya 

hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-

sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi 

penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan 

                                                
34Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, cet. 6, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010), hlm. 9-

10. 
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sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda 

tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.  

2. Pengertian Permohonan  

Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang 

semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan 

dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Badan 

peradilan yang akan memproses pengadilan ini dianggap sebagai proses 

peradilan yang tidak sebenarnya.35 

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang 

diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau 

kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah 

permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan 

permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai 

tergugat. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:36 

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit 

of one party only); 

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada 

prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or 

differences with another party); 

                                                
35 https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/, 

diakses pada 23 Oktober 2021 
36 http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-

gugatan/ diakses pada 23 Oktober 2021 

https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/,
http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/
http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/
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3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi 

bersifat mutlak satu pihak (ex-parte). 

Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada 

ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

(“UU 14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa 

yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, 

masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang 

merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan 

penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi 

contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak 

penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah 

atau perkara voluntair. 

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-

parte yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan 

pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan 

tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan 

diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan 

(beschikking; decree). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang 

dijatuhkan pengadilan dalan gugatan contentiosa, karena dalam 
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gugatan contentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan 

berbentuk putusan atau vonis (award).37 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN 

 1. Pengertian Kepailitan 

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit 

berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu 

sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari 

Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan 

pembayaran.38 Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. 

Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-

utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.39 Dalam bahasa Inggris 

dikenal istilah “to fail”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah 

“fallire”. Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan 

sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang–

utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepailitan 

(PK), yang menentukan “Pengutang yang ada dalam keadaan berhenti 

membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang 

                                                
37 http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-

gugatan/ diakses pada 23 Oktober 2021 
38 Victor Situmorang & Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 

1994, hlm. 18. 
39  Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005, hlm. 225. 1 

http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/
http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/
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penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan 

pailit”.40 

Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai 

keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar hutang-

hutangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya 

atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta 

kekayaan akan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengampu 

dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor. 

Kata pailit juga berasal dari bahasa Prancis “failite" yang berarti kemacetan 

pembayaran. Yang dapat diartikan Kepailitan adalah suatu keadaan yang 

acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya 

tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan 

pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar hutangnya terhadap 

perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan 

pailit. Perusahaan yang pailit kita sebut sebagai debitor.41 Menurut Kartono, 

kepailitan diartikan sebagai: “Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta 

kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si 

debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang 

                                                
40 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta: Rajawali pers, 

2002, hlm. 24-25 
41 Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia:Dualisme Kewenangan Pengadilan 

Niaga dan Lembaga Arbitrase, 2009, hlm.71 
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masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu”. 42  Sedangkan pengertian 

kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 

pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas.43 Berdasarkan definisi atau pengertian yang 

diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti 

membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan 

pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang 

diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.44 

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, 

pengadilan  niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan 

dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian 

membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan 

piutangnya masing-masing. Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan 

kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana 

seorang debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat 

                                                
42 Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm 7 
43  Siti Soemarti Hartono. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan 

Pembayaran.Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. Hal 79 
44 Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, Hal 20 
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melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat 

ditagih. Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; 

2) KUH Perdata; 

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; 

5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

6) Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN. 

2.   Syarat-Syarat Kepailitan 

a. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit 

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan yang 

dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 

Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 

Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Adapun seorang debitor dapat dinyatakan 

pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:45 

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas 

                                                
45 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1) 



 

41 

 

 

 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

kreditornya. 

2. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu 

kreditor yang diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak 

membayar utangnya yang seharusnya dibayar. Apabila baru satu kali 

tidak membayar, maka belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti 

membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu 

kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk 

pernyataan pailit. 

3. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih 

yang memiliki pengertian berbeda. Utang yang telah jatuh waktu 

dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang 

yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. 

Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya 

untuk dilunasi oleh Debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum 

tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi 

wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. 

Adapun syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit yakni:46 

1. Adanya utang; 

2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo; 

                                                
46 Ibid 
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3. Minimal satu dari utang dapat ditagih; 

4. Adanya Debitor; 

5. Adanya Kreditor; 

6. Kreditor lebih dari satu; 

7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut 

dengan Pengadilan Niaga; 

8. Permohonan pailit diajukan oleh Pihak yang berwenang; 

9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang 

Kepailitan; 

b. Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit  

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak 

pemohon pailit yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan 

Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU 

yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan 

ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 2, pihak-pihak yang dapat 

mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yakni sebagai berikut: 

1. Debitor 

Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus 
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dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih 

dari satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia 

tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 

2. Kreditor atau Para Kreditor 

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke 

Pengadilan Niaga yaitu seorang Kreditor atau lebih sepanjang debitor 

memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang 

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

3. Kejaksaan untuk kepentingan umum 

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk 

kepentingan umum. Yang dimaksud dalam kepentingan umum disini 

adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan 

masyarakat luas. 

4. Bank Indonesia 

Pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia ini 

diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. 

Apabila debitor merupakan Bank maka pengajuan permohonan pailit ini 

hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 

5. Badan Pengawas Pasar Modal 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga mempunyai kewenangan 

penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit apabila dalam hal ini 
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debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan 

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 

6. Menteri Keuangan 

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit oleh Menteri 

Keuangan apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan asuransi, 

perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara 

yang bergerak di bidang kepentingan publik. 

c. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit 

Setiap orang juga dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Debitur secara terbukti memenuhi 

syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan 

hukum. Menurut Imran Nating, pihak yang dapat dinyatakan pailit antara 

lain:47 

1. Orang Perorangan yakni baik laki-laki maupun, menjalankan 

perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum 

menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh 

debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya 

dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami 

istri tersebut tidak ada percampuran harta. 

2. Harta Peninggalan (Warisan) yakni Harta warisan dari seseorang yang 

                                                
47 Imran Nating, Hukum Kepailitan, Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 42 
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meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal 

dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar 

utangnya, atau harta warisannya pada pada saat meninggal dunia si 

pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, 

debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas 

harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan 

tersebut. Akan tetapi permohonan tidak ditujukan bagi para ahli waris. 

Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan 

harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli 

waris dengan cara yang dijelaskan dalam Pasal 1107 KUH Perdata. 

Permohonan pailit terhadap harta peninggalan, harus memperhatikan 

ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan, yang mengatur bahwa 

permohonan pernyataan pailit harus diajukan paling lambat 90 

(sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal.  

3. Perkumpulan Perseroan (Holding Company) yakni Undang-Undang 

Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap 

holding company dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam 

satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat 

diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai 

dua permohonan. 

4.  Penjamin (Guarantor) yakni Penanggungan utang atau borgtocht 



 

46 

 

 

 

adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan 

kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor 

apabila debitoe yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

5. Badan Hukum yakni dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan 

hukum dikenal dengan sebutan rechtsperson, dan dalam kepustakaan 

Common Law seringkali disebut dengan istilah legal entity, juristic 

person, atau artificial person. Badan hukum bukanlah makhluk hidup 

sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya piker, 

kehendaknya, dan tidak mempunyai central bewustzijn. Oleh karena itu,  

ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatanhukum sendiri. Ia harus 

bertindak dengan perantara orang (natuurlijke personen), tetapi orang 

yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan 

untuk dan atas nam pertanggungan gugat badan hukum. Pada badan 

hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan 

badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikatkan badan 

hukum, jika tindakanya masih dalam batas dan wewenang yang telah 

ditentukan dalam anggaran dasar. 

6. Perkumpulan Bukan Badan Hukum yakni Perkumpulan yang bukan 

berbadan hukum ini menjalankan suatu usaha berdasarkan perjanjian 

antaranggotanya, tetapi 

perkumpulan ini bukan merupakan badan hukum, artinya tidak ada 
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pemisahan harta perusahaan dan harta kekayaan pribadi, yang termasuk 

dalam perkumpulan ini antara lain Maatscappen (persekutuan perdata), 

Persekutuan firma, dan Persekutuan komanditer. Oleh karena bukan 

badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan 

pailit. Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer 

harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang 

secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma. 

7. Bank yakni Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan antara 

debitur bank dan bukan bank. Pembedaan tersebut dilakukan dalam hal 

siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila 

debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat 

diajukan oleh Bank Indonesia, karena bank sarat dengan uang 

masyarakat yang harus dilindungi. 

8. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yakni Sebagaimana bank, 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga membedakan perusahaan 

efek dengan debitur lainnya. Jika menyangkut debitur yang merupakan 

Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit 

hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Badan ini 

dikecualikan oleh Undang-Undang karena lembaga ini mengelola dana 
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masyarakat umum. 

d.  Akibat Hukum dari Pailit 

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitor, harta 

pailit, danperjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat 

pernyataan pailit bagi debitor, adalah debitor kehilangan hak perdata untuk 

mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat 

keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami 

juga istri dari debitor pailit yang  kawin dalam persatuan harta kekayaan. 

Harta kekayaan debitor merupakan harta yang harus digunakan untuk 

membayar utang-utang debitor terhadap para kreditornyasesuai dengan isi 

perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak 

agunan atas kebendaan lainnya maka dapat mengeksekusinya. Akibat pailit 

bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika 

ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitor 

harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal 

balik tersebut telah dilaksanakan maka debitor meminta kepastian kepada 

kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.48 

Sedangkan akibat hukum bagi kreditor adalah pada dasarnya, 

kedudukan para kreditor sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka 

mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedelnya pailit sesuai 

                                                
48 Amira, Tinjauan Hukum kepailitan, digilib.unila.ac.id, diakses pada 17 September 2021 
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dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). 

Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor 

yang memenangkan hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor 

yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan 

Perundang-Undangan lainnya. Oleh karenya, kreditor dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

1) Kreditor Separatis  

Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor pemegang 

hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Kreditor ini 

tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, sehingga hak-

hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak 

ada kepailitan debitor. Kreditor separatis ini, dapat menjual sendiri 

barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. 

Debitor mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan 

jika ada sisa nya maka disetorkan ke kas kurator. Selain itu, jika hasil 

penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditor separatis tersebut 

untuk tagihan yang belum dibayar dapat memasukkan kekurangannya 

sebagai kurator bersaing. Adapun yang termasuk hak-hak jaminan 

kebendaan yang memberikan hak menjual secara lelang dan 

memperoleh pelunasan secara mendahului yaitu gadai (Bab XX Buku 

III KUHPerdata), Hipotek (Bab XXI Buku III KUHPerdata, Hak 
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Tanggungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 1996), 

jaminan fiducia (Pasal 3 Undang-Undang No.42 tahun 1999).  

2) Kreditor Preferen atau istimewa 

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena piutangnya mempunyai 

kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan 

terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah 

pemegang hak tanggungan dan gadai. Menurut Pasal 1133 

KUHPerdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh Undang-

Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, 

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.49 

3) Kreditor konkuren 

Kreditor konkuren atau bersaing, memiliki kedudukan yang sama dan 

berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang 

telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya 

dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor 

pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara 

proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing 

kreditor.50 

 

 

                                                
49  Asikin, Zainal. 1991. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta. 

Rajawali Pers Hal 59 
50 Ibid 
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D. PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PAILIT 

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan 

sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara 

langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 

283 menyebutkan Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang 

membayar utang-utangnya.  Ada  pula  Hadits  yang  menyebutkan:  

Barangsiapa  berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah 

akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud 

memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. 

Pailit adalah kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum. Dalam 

hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan 

diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Berdasarkan 

Undang-Undang ini, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri 

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.  

Surat al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. 

Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias 

pencatatan. Ayat 282 jelas menyebutkan  Hendaklah kamu menuliskannya (utang 
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piutang) dengan benar. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali Dan 

janganlah kamu enggan untuk menuliskannya. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari 

besar kecilnya jumlah utang. Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba dimana Islam 

mengharamkan riba. Dalam Surat al-Baqarah ayat 276 menegaskan: Allah menghapus 

berkah riba dan menambah berkah sedekah.  Hal  ketiga,  berkaitan  dengan  pertanyaan  

Anda:  apakah boleh dan dikenal PKPU dalam Islam?  Dalam  al Qur'an Surat Al 

Baqarah ayat 280, Allah menyatakan antara lain “Dan jika (orang yang berutang itu) 

dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”. 51

                                                
51  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7009/kepailitan-dalam-islam, diakses pada 17 

September 2021 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7009/kepailitan-dalam-islam
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses dalam menetapkan permohonan pailit oleh hakim di Pengadilan 

Niaga Kota Semarang. 

1. Proses Penetapan Permohonan Pailit oleh hakim di Pengadilan Niaga 

Kota Semarang. 

Pengertian dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 

Debitor Pailit atau dengan nama lain debitor yang sudah dinyatakan pailit 

dengan putusan Pengadilan yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di 

bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).  Adapun pengertian dari kurator 

adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh 

Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004. Untuk Syarat dan Putusan Pailit terdapat dalam pasal 2 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:  

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 
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2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan 

oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. 

3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya 

dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 

4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga 

Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal. 

5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, 

Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang 

kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan 

oleh Menteri Keuangan. 

Adapun untuk permohonan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 yaitu: 

- Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. 

- Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal 

permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan 

tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 

- Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi 

institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat 
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(5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat 

tersebut. 

- Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua 

Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan 

didaftarkan. 

- Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal 

permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari 

permohonan dan menetapkan hari sidang. 

- Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan 

dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal 

permohonan didaftarkan.  

- Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, 

Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) 

hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 

Menurut Bapak Aloysisius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. yang 

menjabat sebagai salah satu hakim di Pengadilan Niaga Semarang, 

permohonan kepailitan diajukan oleh para pihak yang bersengketa dalam 

pailit. Tugas pengadilan sendiri ialah menerima, memeriksa dan memutus 

perkara yang diajukan oleh pihak pemohon dalam kasus pailit. Adapun 

untuk detail isinya ditentukan dari para pihak yang mengajukan.52 Untuk 

                                                
52 Wawancara dengan Bapak Aloysisius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.  selaku hakim di Pengadilan 

Niaga Semarang 
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cara mengadilinya dilakukan dengan hukum acara ataupun materiil dengan 

mengacu pada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika 

tidak diatur disana maka pihak pengadilan akan menggunakan dasar hukum 

menggunakan hukum acara perdata. Untuk syarat yang perlu dilengkapi 

dalam permohonan pailit ialah pemohon harus menunjukan adanya 

hubungan hukum dengan termohon, seperti contohnya bukti utang piutang 

dan perjanjian pengakuan utang serta harus dibuktikan pemohon dan 

dinyatakan PKPU atau pailit. Jika tidak ada hubungan hukum maka 

permohonan atau gugatan tersebut sia-sia dan tidak dapat ditindaklanjuti.  

2. Sistematika Penetapan Permohonan Pailit 

Dalam mengajukan kepailitan, ada syarat tertentu yang harus 

dipenuhi, sehingga nanti pengajuan tersebut bisa diproses dan diputuskan. 

Pemenuhan syarat pengajuan kepailitan ini termasuk dalam prosedur 

pengajuan kepailitan. Adapun syarat pengajuan kepailitan ini diatur 

langsung dalam Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-

Undang Kepailitan, syarat yuridis kepailitan harus dipenuhi terlebih dahulu, 

agar bisa mengajukan kepailitan atas sebuah perusahaan. Syaratnya adalah 

adanya utang yang salah satunya minimal sudah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. Selanjutnya, ada 2 atau lebih kreditur, adanya debitur, permohonan 

pernyataan pailit dan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga.  

Agar bisa memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, 

maka ada prosedur pengajuan kepailitan juga yang harus dijalani. Prosedur 
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pengajuan ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

yang membahas tentang Kepailitan. Berikut prosedur yang harus dilalui 

untuk memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yaitu sebagai 

berikut:53 

1. Pengajuan Kepengadilan 

Pengajuan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan melalui 

Panitera. dalam hal ini Menunjuk Advokat Berlisensi Kurator 

2. Penyampaian Pernyataan Permohonan Pailit 

Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua 

Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan 

didaftarkan. Hari sidang akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 hari 

setelah tanggal permohonan didaftarkan. 

3. Sidang Pemeriksaan Permohonan Kepailitan 

Sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 

20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 

4. Pemanggilan Debitur Oleh Pengadilan 

Debitur wajib dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pailit 

diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas 

Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. 

5. Pemanggilan Kreditur 

                                                
53 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
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Kreditur bisa dipanggil pengadilan jika pernyataan pailit diajukan oleh 

debitur dan juga terdapat keraguan dalam persyaratan pailit yang perlu 

dipenuhi. 

6. Pemanggilan Debitur dan Kreditur dengan Surat Kilat 

Pemanggilan atas debitur atau kreditur akan dilakukan oleh juru sita 

dengan surat kilat, paling alam 7 hari sebelum persidangan pertama 

dilakukan. 

7. Putusan Pengadilan Terkait Kepailitan 

Putusan pengadilan akan permohonan pailit harus dikabulkan jika 

terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit terpenuhi. Putusan 

tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftarkan. 

8. Pembacaan Putusan 

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan atas permohonan 

penyataan pailit tersebut harus termuat secara lengkap di dalamnya. 

Putusan tersebut juga harus memuat pendapat Majelis Hakim, yang 

harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat 

dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum atas putusan 

tersebut. 

Dalam  proses penetapan pailit terdapat berbagai tahapan yang harus 

dilalui oleh masing-masing pihak dengan  penjabaran sebagai berikut :54 

                                                
54 Wawancara dengan Bapak Aloysisius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.  selaku hakim di Pengadilan 

Niaga Semarang 
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 Pihak pemohon sebagai pendaftar laporan wajib untuk melakukan 

pendaftaran dan melampirkan identitas diri berupa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) serta surat kuasa yang didaftarkan dan bukti-bukti 

yang diajukan dan dilampirkan ke bagian Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  (PTSP).  

 Setelah pemohon mendaftarkan laporan tersebut dan dinyatakan 

lengkap oleh pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP) maka 

dibuatkan berita acara penerimaan permohonan balik. 

 Setelah berita acara  selesai dibuat maka akan dilanjutkan  menuju 

ke Panitera dan ditetapkan sampai ke Ketua. Nantinya pihak Ketua 

akan menetapkan majelis yang akan memimpin persidangan pada 

putusan tersebut.  

 Pada proses pengajuan pailit, pihak pemohon wajib menunggu 

proses verifikasi berkas dengan estimasi tidak lebih dari satu hari 

kerja, dan untuk jadwal persidangan pertama akan dimulai 7 hari 

sejak tanggal pendaftaran pihak pemohon. Sementara untuk 

panggilan kepada kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat. 

Panggilan pusat dalam perdata biasa pada kedua belah pihak 

disampaikan secara langsung pada keduanya, sementara jika kasus 

kepailitan disampaikan melalui jasa pos. 

 Untuk proses penetapan permohonan pailit pada dasarnya dibatasi 

oleh Undang-Undang, dimana pada pasal 8 ayat 5 yang 

menyebutkan bahwa putusan Pengadilan atas permohonan 
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pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) 

hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Jika 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditetapkan 

paling lambat 40 hari. Sehingga atas dasar tenggat waktu tersebut 

maka pihak majelis harus menyesuaikan waktu agar putusan dapat 

diberikan sebelum tenggat waktu yang diberikan. Untuk putusan 

sendiri dapat dikeluarkan sebelum estimasi waktu yang ditetapkan 

namun tidak boleh melebihi waktu tersebut. 

Sebagai informasi tambahan yang disampaikan oleh Bapak Aloysisius 

Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., pada dasarnya perlu digaris bawahi bahwa 

untuk kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dua 

hal yang berbeda. Kepailitan mungkin lebih banyak dikenal kalangan 

masyarakat, namun lain halnya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), masih banyak masyarakat yang mempertanyakan apa itu PKPU 

meskipun kedua hal ini memiliki keterkaitan dan berada dalam satu Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Pailit merupakan sebuah keadaan dimana seorang debitor 

tidak mampu membayar utang hingga melewati jatuh tempo. Pailit sangat 

berbeda dengan bangkrut, bangkrut adalah keadaan rugi meskipun tidak 

memiliki utang. Sedangkan PKPU adalah upaya perdamaian yang ditawarkan 
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debitor untuk menyelesaikan utang-utang tersebut agar tidak dinyatakan 

pailit.55 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah 

sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim 

Pengawas. Sedangkan PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh Undang-

Undang Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU 

dalam Undang-Undang Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah 

sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur 

atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi 

melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan 

kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan. Berdasarkan pengertian tentang 

kepailitan dan PKPU di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan, 

harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang 

sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola 

sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang 

debitur. 

                                                
55 Wawancara dengan Bapak Aloysisius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.  selaku hakim di Pengadilan 

Niaga Semarang 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19
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B. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pailit di 

Pengadilan Niaga Kota Semarang. 

1. Dasar Pertimbangan Hukum dalam penetapan pailit pada Putusan 

Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG 

 Pada putusan yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat 

informasi bahwa pihak pemohon mengajukan Surat Permohonan Pernyataan 

Pailit yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya pada tanggal 

Semarang, 07 Maret 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor 

register perkara 01/Pailit/2012/PN.Niaga Smg. Yang berisi tentang dalil-dalil 

permohonan pernyataan pailit terkait adanya utang para termohon berjumlah 

2 orang kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berikut 

merupakan rangkuman mengenai penjabaran dari beberapa  hal yang 

didaftarkan oleh pemohon dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wiraswasta yang bergerak di bidang 

penjualan bahan-bahan bangunan dalam hal ini bertindak secara pribadi 

sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; 

2. Bahwa Para Termohon adalah pasangan suami-isteri yang berwiraswasta 

dibidang usaha gesek tunai kartu kredit, dengan menerima pendebetan 

dari para pemegang kartu kredit untuk ditukarkan dengan uang tunai 

kepada para pemilik kartu kredit yang membutuhkan uang kontan; 
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3. Bahwa dikarenakan membutuhkan uang kontan yang cukup besar dan 

untuk melayani kebutuhan para pelanggannya, maka Para Termohon 

melalui Termohon I kemudian meminjam uang kepada Pemohon dengan 

cara menukar cek ataupun warkat Kospin Jasa yang mana menurut 

Termohon I akan dicairkan pada saat jatuh tempo cek atau warkat 

tersebut; 

4. Bahwa sebelumnya, Para Termohon pernah meminjam uang dengan cara 

cover cek kontan yang mana semuanya tidak bermasalah dan selalu tepat 

waktu serta dapat diselesaikan dengan baik 

5. Bahwa pada tahun 2011, jumlah pinjaman pokok Para Termohon 

(Termohon I dan Termohon II in casu Poedji & Lily) kepada Pemohon 

sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah);  

6. Bahwa atas pinjaman tersebut, Para Termohon memberikan jaminan 

dengan cek Bank BCA dan Panin serta warkat total seluruh jaminan 

sebesar Rp.1.850.900.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta 

Sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji dapat dicairkan pada saat jatuh 

tempo, namun kenyataannya pada faktanya tidak benar;  

7. Bahwa namun demikian ternyata pada saat jatuh tempo dan akan 

dicairkan ternyata cek maupun warkat tersebut rekeningnya sudah 

ditutup serta dari beberapa cek ataupun warkat tersebut ada yang 

sebagian minta untuk tidak dicairkan dulu dengan alasan belum ada dana 

dan akan diganti dengan yang baru 
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8. Bahwa meskipun telah jatuh tempo dan berulangkali ditagih ternyata 

Para Termohon tidak juga melakukan pembayaran utangnya sebesar 

2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut 

di atas; 

9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti 

secara sah mengenai adanya hutang Para Termohon kepada Pemohon 

yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. 

10. Bahwa selain kepada Pemohon, Termohon I juga mempunyai utang 

kepada Kreditur lainnya yaitu kepada Saudari Lienawati Hadiwardojo, 

beralamat di Jl. Jagalan Malang No. 3 Semarang yang jumlah dan 

buktinya akan diajukan dalam persidangan perkara a quo; 

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

menyatakan bahwa : “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur 

dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo 

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

krediturnya”; 

12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

menyatakan bahwa : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan 

apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa 
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persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) telah terpenuhi”. 

Pada beberapa hal yang dijabarkan di atas oleh pihak pemohon, dapat 

diambil kesimpulan bahwa terjadi utang piutang antara pihak pemohon dan 

termohon yang kemudian pihak termohon melakukan wanprestasi karena 

tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran 

sehingga pemohon mengajukan pailit kepada kedua termohon. Kemudian 

pada sidang yang telah diselenggarakan kedua belah pihak mengajukan 

bukti-bukti yang berkekuatan hukum serta bukti yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan sedang dijalani sehingga putusan dapat diberikan dengan 

seadil mungkin sesuai dengan berkas yang telah diberikan kepada majelis 

hakim. 

 Secara garis besarnya, untuk dasar pertimbangan hakim terkait proses 

penetapan permohonan pailit pihak pemohon dan termohon harus memiliki 

bukti yang kuat agar dapat mengetahui kebenaran dalam suatu kasus di 

persidangan. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kedua belah pihak untuk 

dapat membuktikan dokumen dan bukti yang diberikan saat persidangan. 

Termohon membuktikan dalil-dalil jawaban dari bukti yang diajukan kedua 

belah pihak. Alat bukti yang digunakan ialah seperti surat atau bukti tertulis, 

saksi, persangkaan, sumpah, dan pengakuan. Dari alat bukti tersebut 

nantinya hakim akan memutus apakah permohonan yang diajukan oleh 

pemohon dengan dalil-dalilnya dapat dibuktikan apa tidak dengan merujuk 
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pada Undang-undang Kepailitan. Kalau tidak dapat dibuktikan maka akan 

ditolak, sedangkan jika dapat membuktikan maka dapat dikabulkan. 

Sedangkan menurut narasumber untuk bentuk permohonan seperti apa yang 

akan ditolak dan diterima, semua itu kembali lagi ke pembuktian perdata 

yang diberikan sehingga apabila pihak pemohon dan termohon dapat 

membuktikan dalil-dalil permohonannya maka pihak hakim akan condong 

ke bukti yang diberikan dan memutus perkara sesuai bukti yang dinilai 

paling mendekati kebenaran dan keadilan.56 

Berkaitan dengan bukti dan hasil kesaksian yang telah diberikan oleh 

pihak  pemohon dan termohon, dalam memutus suatu permohonan pailit 

terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai 

dasar putusan yang akan diberikan. Sehingga dari pertimbangan yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka pihak hakim telah membuat putusan sebagai 

berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Menyatakan Termohon I (Poedji Harsono) dan Termohon II ( Lily) PAILIT 

dengan segala akibat hukumnya;  

3. Menunjuk dan mengangkat Saudara Winarto,S.H. Hakim Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; 

                                                
56 Wawancara dengan Bapak Aloysisius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.  selaku hakim di Pengadilan 

Niaga Semarang 



 

67 

 

 

 

 4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Soenyoto,S.H.,M.Hum. Kurator dan 

Pengurus yang telah terdaftar berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator 

dan Pengurus nomor: AHU.AH.04.03-73 tanggal 02 Maret 2011 pada 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Repubik Indonesia, yang beralamat kantor di 

SOENYOTO,SH.dan Rekan Jalan Balai Rakyat nomor 11 Klender, Jakarta 

Timur, sebagai KURATOR;  

5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara 

yang timbul sejumlah Rp.2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu 

rupiah); 

2. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Pailit 

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan 

yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam memberi putusan terkait pailit. 

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 

01/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit 

Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;  

Menimbang, bahwa Termohon I telah dipanggil secara sah dan patut, namun 

ternyata Termohon I tidak pernah datang menghadap di persidangan 

ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah untuk 

itu, karenanya pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dilakukan 

tanpa dihadiri oleh Termohon I ;  
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Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan Pailit dari Pemohon adalah 

mohon agar Para Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat 

hukumnya, yang didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan yang pada 

pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa Para Termohon adalah sebagai suami isteri berwiraswasta di 

bidang usaha gesek tunai kartu kredit; 

2. Bahwa karena membutuhkan uang tunai maka melalui Termohon I , 

mereka telah meminjam uang kepada Pemohon sebesar 

Rp.2.750.000.000,- ( dua milyard tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) dan 

kemudian diberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa cek Bank 

BCA dan Panin serta Warkat Kospin Jasa Jepara yang total seluruhnya 

sebesar Rp.1.850.900.000,- (satu miyard delapan ratus lima puluh juta 

sembilan ratus ribu rupiah ) ;  

3. Bahwa sampai jatuh waktu pembayarannya dan telah ditagih tetapi Para 

Termohon tidak membayar hutangnya tersebut kepada Pemohon dan 

Jaminan-Jaminan tersebut tidak dapat dicairkan;  

4. Bahwa selain dengan Pemohon, Para Termohon telah pula memiliki 

hutang kepada Kreditur lainnya yaitu Lienawati Hadiwardojo;  

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas telah 

disangkal oleh Termohon II melalui Kuasa Hukumnya dengan mendalilkan 

yang pada pokoknya sebagai berikut:  
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1. Bahwa Termohon II tidak pernah menerima hutang bersama-sama dengan 

Termohon I dari Pemohon ;  

2. Bahwa menurut keterangan dari Termohon I yang disampaikan kepada 

Termohon II bahwa Termohon I telah mendapatkan modal usaha tukar cek 

sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dengan dibebani bunga 5% 

perbulan, yang kemudian uang tersebut telah dipinjam dan digelapkan oleh 

Edy Kurniawan dan pada akhirnya Termohon II dibebani oleh Termohon I 

untuk membayarnya dengan mencicil hingga totalnya sebesar 

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) kepada Lienawati 

Hadiwardojo;  

3. Bahwa Termohon I telah dilaporkan oleh Lienawati Hadiwardojo dan sedang 

ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane serta menjalani proses 

persidangan pidana di Pengadilan Negeri Semarang; 

4. Bahwa Termohon I sedang dalam proses perceraian dengan Termohon II di 

Pengadilan Negeri Semarang, oleh karenanya Termohon II keberatan untuk 

dinyatakan Pailit;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pailit dari Pemohon tersebut 

disangkal oleh Kuasa Termohon II maka beban pembuktian dibebankan 

kepada Pemohon;  

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagaimana telah diuraikan dan 
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disebutkan di dalam Tentang Duduknya Perkara ini, sedangkan Kuasa 

Termohon II tidak mengajukan alat bukti apapun;  

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan apakah 

Para Termohon dapat dinyatakan PAILIT sebagaimana yang dimaksud oleh 

Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UUK dan PKPU );  

Menimbang,bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Debitur yang 

mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan PAILIT dengan 

Putusan Pengadilan , baik atas permohonannya sendiri maupun atas 

permohonan satu atau lebih Krediturnya;  

Menimbang,bahwa selain itu didalam Pasal 8 ayat ( 4 ) Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa 

Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan 

Pailit sebagaimana dimaksud di dalam Pasa 2 ayat (1) telah terpenuhi;  

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah 

benar dalam hal ini Pemohon adalah Kreditur atas diri Termohon dan apakah 

benar Para Termohon adalah Debitur yang memiliki utang kepada Pemohon ( 

Kreditur );  
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kreditur 

adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang, 

yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 

3 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

disebutkan bahwa Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena 

perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan;  

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pula adalah tentang apakah benar 

Pemohon mempunyai piutang kepada Para Termohon baik karena perjanjian 

atau undang-undang dan piutang tersebut dapat ditagih di muka Pengadilan;  

Menimbang, bahwa untuk itu perlu diperhatikan fakta-fakta yang diperoleh 

dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan sebagai berikut: 

1. Bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 berupa cek dari Bank 

Panin Kantor Cabang Utama Semarang , Bank BCA Kantor Cabang Utama 

Semarang dan warkat pengambilan uang dari Koperasi Simpan Pinjam 

(KOSPIN ) Jasa Jepara maka dapat diketahui bahwa Pemohon telah 

menerima jaminan pembayaran dari Termohon I dan sewaktu akan diuangkan 

oleh Pemohon di Bank BCA dan Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN ) 

tersebut ternyata telah ditolak dengan keterangan bahwa rekening giro telah 

ditutup sesuai bukti surat P-6 dan P-8;  
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2. Bahwa dari alat bukti surat KL-1 dan KL-2 dikuatkan dengan keterangan 

saksi Lienawati Hadiwardojo selaku Kreditur lain maka dapat diketahui saksi 

Lienawati Hadiwardojo telah menerima jaminan pembayaran dari Termohon 

I dan sewaktu akan diuangkan oleh saksi di Bank Panin Kantor Cabang 

Semarang ternyata telah ditolak dengan alasan bahwa Saldo Rekening Giro 

atau Rekening Giro Khusus tidak cukup; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

Termohon I telah memberikan sejumlah jaminan pembayaran uang kepada 

Pemohon maupun kepada Kreditur lain dan hal tersebut menurut Majelis 

Hakim telah menunjukkan bahwa sebelumnya telah terjadi hubungan hukum 

perjanjian utang piutang uang meskipun tidak dibuat perjanjiannya secara 

tertulis karena hal itu tidak pernah dibantah ataupun Termohon I tidak pernah 

hadir dan tidak pernah memberikan /mengirimkan surat bantahan /tanggapan 

meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut,dan selanjutnya utang tersebut 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih di muka Pengadilan karena sewaktu akan 

diuangkan ternyata ditolak dengan alasan Rekening Giro sudah ditutup 

hingga sampai permohonan Pailit ini diajukan dan diperiksa di Pengadilan 

Niaga Semarang utang-utang tersebut belum dilunasi oleh Termohon I 

maupun Termohon II selaku isteri Termohon I terhadap Pemohon maupun 

Kreditur lainnya; 

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Para Termohon telah 

memiliki utang kepada Pemohon sebesar Rp.2.750.000.000,- ( dua milyard 
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tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) sebagaimana dikuatkan dengan rekap 

perincian pinjaman atas nama Termohon I ( bukti surat P-9 ) dan menurut 

keterangan saksi Lienawati Hadiwardojo selaku Kreditur lain bahwa 

Termohon I dengan diketahui oleh Termohon II masih memiliki utang uang 

kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) 

maka mengenai besaran tagihan-tagihan tersebut nantinya dapat diverifikasi 

lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kedudukan dan 

kewajiban Termohon II sebagai Debitur dengan mendasarkan pada Pasal 23 

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), yang menyebutkan bahwa 

Debitur Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi 

isteri atau suami Debitur Pailit yang menikah dalam persatuan harta ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban dari Kuasa Termohon II yang 

menyebutkan bahwa Termohon I sedang dalam proses perceraian dengan 

Termohon II di Pengadilan Negeri Semarang , dan berdasarkan bukti surat 

dari Pemohon maupun Kreditur lain bahwa tagihan-tagihan tersebut terjadi 

selama Termohon I dan Termohon II masih dalam ikatan Perkawinan sebagai 

suami isteri serta selama persidangan perkara kepailitan ini Kuasa Termohon 

II tidak pernah mengajukan alat bukti adanya perjanjian pemisahan harta 

perkawinan;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kedudukan 

Termohon II sebagai isteri dari Termohon I dan tidak adanya perjanjian 

pemisahan harta perkawinan maka dengan demikian Debitur Pailit aquo 

meliputi Termohon I dan Termohon II ( Para Termohon ) , oleh karena itu 

Kuasa Termohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;  

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Kepailitan atas diri Para 

Termohon terbukti Pemohon telah diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa 

Hukumnya , sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat fakta atas keadaan yang terbukti secara 

sederhana bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 

permohonan Pemohon agar Para Termohon dinyatakan Pailit dengan segala 

akibat hukumnya sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabukan; 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Pengadian Niaga Semarang 

meletakkan sita jaminan dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita 

jaminan terhadap harta Para Termohon menurut Majelis Hakim hal tersebut 

adalah berlebihan dan tidak beralasan karena dengan adanya Pailit maka 

seluruh harta Para Termohon sudah berada dalam sita umum, sehingga 

dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;  
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Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan agar Para Termohon dinyatakan Pailit 

dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagaimana tersebut di 

atas, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/budel Pailit 

berdasarkan ketentuan Pasa 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah ditunjuk dan diangkat 

KURATOR; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut 

agar ditunjuk dan diangkat KURATOR SOENYOTO,SH.M.Hum.maka 

sesuai bukti surat P-10, P-11 dan P-12, permohonan Pemohon tersebut telah 

memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 70 ayat 

(2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan 

Pemohon tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa disamping ditunjuk dan diangkat Kurator sebagaimana 

tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga harus 

diangkat Hakim Pengawas;  

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar diangkat 

Hakim Pengawas menurut pertimbangan Pengadilan, maka guna memenuhi 

ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Majelis Hakim menyetujui untuk 

mengangkat Sdr.WINARTO,SH.Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; 
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan Pailit ini dikabulkan 

maka Para Termohon dihukum untuk membayar beaya perkara yang timbul; 

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat ( 1 ) , Jo Pasal 8 ayat (4) , Pasal 

15 ayat ( 1) dan 3 Jo Pasa 70 ayat (2) , Pasal 23 dari Undang-Undang No.37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan;  

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim 

adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan 

dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. 

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan.  Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, 

dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan 

intektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi 

sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian 

hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan 

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:  

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas 

penetapan dan putusan yang dibuatnya.  
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(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan 

dasar hukum yang tepat dan benar.  

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan 

dapat mempertimbangkan beberapa aspek:57 

a. Kesalahan pelaku tindak pidana;  

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;  

c. Cara melakukan tindak pidana;  

d. Sikap batin pelaku tindak pidana;  

e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi; 

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran 

yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan 

hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. 

Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan 

apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam 

memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus 

mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak 

di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat 

keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum 

                                                
57 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23. 
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dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan 

asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar 

yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas 

kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. 

Dalam putusan dengan nomor perkara 01/Pailit/2012/PN.Niaga Smg, 

kasus bermula ketika pihak pemohon atas nama Sulistiawati Subekti 

mengajukan permohonan pailit kepada 2 (dua) termohon yaitu atas nama 

Poedji Harsono Hardjosanjoyo dan Lily dikarenakan permasalahan utang 

piutang yang tidak dapat dituntaskan oleh kedua termohon. Kedua belah 

pihak baik pemohon dan termohon juga telah memberikan kesaksian serta 

bukti yang menguatkan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan hakim 

namun sesuai putusan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon 

memenangkan gugatan yang diajukan dikarenakan bukti yang diberikan lebih 

kuat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga 

termohon I dan II pada akhirnya dinyatakan pailit dengan segala akibat 

hukumnya dan diwajibkan membayarkan biaya perkara. 

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-

saksi, barang bukti, keterangan para termohon dan pemohon, dan alat bukti 

surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur 

kelalaian disangkakan kepada termohon. Karena putusan yang dibuktikan 

adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu 

juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pemohon 
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ataupun termohon harus berdsarkan keterangan ahli (surat visum et repertum) 

serta barang  bukti yang diperlihatkan di persidangan.Berdasarkan 

pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, maka yang dapat penulis 

pahami adalah bahwa pertimbangan hakim dimulai dari pemenuhan unsur-

unsur pailit berdasarkan permohonan yang diajukan. Dalam proses 

persidangan yang dilakukan maka hakim meneemukan bahwa perbuatan 

termohon memenuhi unsur kesalahan dimana termohon tidak dapat 

memenuhi kewajibannya serta melakukan utang piutang tidak hanya pada 

perseorangan saja sehingga menyebabkan kegagalan dalam pembayaran dan 

menimbulkan wanprestasi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pemohon 

dan termohon. Sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dimana 

Hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan, alat bukti serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan juga pendapat para ahli. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai putusan hakim dalam 

menjatuhkan penetapan permohonan pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga 

Semarang Nomor 01/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG), penulis berkesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Proses penetapan permohonan pailit oleh hakim di pengadilan niaga kota semarang 

yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan pailit kepada Ketua 

Pengadilan melalui Panitera, dalam hal ini menunjuk Advokat berlisensi Kurator. 

Kemudian Panitera akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada 

Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 

Setelah disetujuinya oleh Ketua Pengadulan maka sidang pemeriksaan akan 

dilakukan dalam jangka wwaktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan 

didaftarkan. Setelah sidang pemeriksaan maka majelis  hakim akan  memutus 

permohonan pailit. Permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta terbukti 

bahwa persyaratan pailit terpenuhi. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 

60 hari setelah didaftarkan. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pailit di Pengadilan 

Niaga Semarang, majelis hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, 

kebenaran filosofis dan sosiologis. Dalam putusan dengan nomor perkara 

01/Pailit/2012/PN.Niaga Smg, Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada 

keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan para termohon dan pemohon, dan 
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alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-

unsur kelalaian disangkakan kepada termohon. Karena putusan yang dibuktikan 

adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pemohon ataupun 

termohon harus berdsarkan keterangan ahli, serta barang  bukti yang diperlihatkan 

di persidangan. 

B. Saran 

1. Baiknya masyarakat jika ingin melakukan sebuah usaha haruslah berfikir panjang 

serta melakukan persiapan yang lebih matang. Agar dalam berjalannya usaha tidak 

menimbulkan permasalahan dikemudian hari serta tidak merugikan pihak manapun. 

2. Majelis hakim harus mempertimbangkan putusannya apakah akan berakibat buruk 

dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus 

membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak 

hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. 
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